BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pelayanan publik menjadi hal vang harus dilakukan suatu pemerintah dalam

tak luput dari kritik.yang menjadi kritik dalam praktiknya adalsh bahwa NFM
belum bisa menghilangkan masalah mendasar terkait manajemen sektor publik
yakni; kesalahan manusia, kesalahan sistem teknologl, kecurangan atau korupsi,

dan niat buruk dari seorang pasti ada pada berjalannya sebuah sistem (Hood,



2001). NPM juga dianggap tidak memperhatikan implikesi dari adanys
privatisasi terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik Masalah-
masalah tersebut masth ada dan belum bisa dihilangkan, termasuk dalam

penerapan NPM. Dengan berbagai kritik terkait paradigma manajemen sektor

dan diperhatikan setelah dipromosikan oleh World Bank maupun Internasional
Monetary Fund (IMF) yang telsh mengimplementasikan konsep good
governance sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan dalam dua dekade
belakang (Dikopolou & Mihiotis, 2012). World Bank memiliki prinsip dalam



mengukur good governance. Dalam penilaian dan pengukuran tatu kelola
pemerintahan yang baik World Bank dengan menilal indikator-indikator, yakni
antara lain; Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violenee,
Government Effectiveness, Regulotory Quality, Rule of Low, dan Comtrel of
Carruption (Vries, 2013), Prinsip good gamance dapat ditanamkan juga pada
implementasi pelavanan publik. Dalam m rong terciptanya pelayanan publik
vang baik, I ‘membiat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
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caan; akuntabilitas; fasilitas dan perfakuan khusus bagi kelompok rentan;
an kecepatan, kemudshan, dan keterjangkauan. Asss-asas

publik menjadi tolak ukur yang dapat menjadi faktor penting dalam upaya
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak secara
langsung hampir ke semua aspek kehidupan, hal tersebut turut berpengaruh pada

lingkungan pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi turut mempengaruhi



arus data, informasi maupun pengetahuan menjadi lebih cepat dalam
disebarluaskan kepada seluruh orang di seluruh penjuru dunia. Pemanfaatan pesat
teknolog informasi dalam segala aspek dalam kehidupan turut memunculkan
suatu mekanisme birokrasi dalam pemerintahan yang baru, vang dikenal dengan

ldministration

kritenia

website pemerintah. Sehingga seluruh informasi, data dan pengetahuan dapat
ditransfer dari seluruh instansi pemenntah pada berbagai aplikasi yang
terintegrasi {Nurmandi, Kurmiasib, Supardal, & Kasiwi, 2020). Tahapan-tahapan

perkembangan e-government sejalan dengan perkembangan teknologi informasi



dan komunikasi saat ini, dan diharapkan akan terus mengalami perkembangzn
vang lebih baik.

Electromic government atau binsa disebut E-Govermmen: _TEEH. adalah salah

satu reformasi yang didorong dengan adanya UU No 25 tabun 2009 melalui

skor e-government development. Sedangkan, Indonesia masih berada puh]mﬂsl
B8 pada survei United Nations [21':]21'.]]. Oleh  karenanya. melakukan
pengembangan suatu inovasi kebijakan perlu ada analisis hambatan implementasi



e-Government agar dapat mengkaji dan melakukan prioritas kebijakan dalam
mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Inovasi publik sektor pada masa kini dikenal sebagai faktor vang vital dalam

menjawab tantangan globalisasi dan perubahon demografi sekaligus menjaga

kualitas pelayanan publik sektor kepadafimasyarakat (Agolla & Lill, 2013),

yang lergabung dalam gerakan menuju 100 Smart city vang dicanangkan oleh
Kominfo Republik Indonesia. Saluh satu misi dalam mensukseskan program
tersebut menciptakan Smart Governanee, yakni pengembangan e-governance,

ada partisipasi masyarakal dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan demi



kebijakan dikeluarkan pemerintah kabupaten dalam memmjang program nasional
dalam digitalisasi pemerintzhan.Usaha Kabupaten Bantul dalam Implementasi
Program Gerakan 100 Smart City tersebut, Pemenntah Kabupaten Bantul segera
menvelesaikan masterplon smart city dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati
an Smart City Kabupaten Bantul.

‘Adaptasi Kebiasaan baru saat

Bantul Nomaor 26 Tahun 2019 tentang M;

dirilis pada tahun 2018, Inovasi optimalisasi teknologi informasi komunikasi
dalam pelayanan publik ini dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik
kepada masyarakat. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Google Play yang
bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Bantul dalam mengurus



dokumen-dokumen administratif kependudukan seperti e-KTP, kartu identitas
anak (KIA), akta kelahiran, dan sebagainya. Meskipan, pada data sebelumnya
telah dipaparkan dengan data IKM yang sangat tinggi untuk keseluruhan
pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bantl, namun seperti pada umumnya
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Pengguna aplikasi masih banyak mengeluhkan terkait sistem bermasalah, hal
tersebut dikarenakan inovasi pelayanan yang masih terbilang baru dan perlu
ndanya pengembangan sistem yang lebil baik. Dengan odanya inovasi pelayanan
publik ini diharapkan dapat menjadi solusi mengaiasi permasalshan pada

pelayanan publik yang ada Disdukcapi abupaten Bantul. Implementasi £-

Government pada P gng mosth tergolong baru,
itian pada bidang

antul. Dralam

Maka dan '..,'_. IIII,._;. K .-I' ik |

rsebut membutubkan kajian lagh
3 yang akan dicapai nanti dari implementast ing:

Japat menilai kesiapan faktor-fakior yang perlu diperhatikan sebe
; ‘ .. mmmwm Y L

e Doiiian yan
antara lain sebagai berikut:

stan Sipil Kabupaten Bantul”

A. Bagaimanokah pelaksanaan Implementasi Program Dukcapil Smart
Dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di

Kabupaten Bantul?
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B. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi
Program Dukcapil Smart dalam pelayanan publik di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukanya penelitian yang

Pelayanan Publik di Ding senduduka
Bantul” antara lain sebagai berikut:
A. Manfaat Teoritls
Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelition tentang “Analisis
Implementasi Program Dukcapil Smart Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul” adalah sebagai
berikut:
a. Menambah keragaman keilmuan dan membantu dalam pengembangan

ilmu khususnya di bidang ilmu pemerintahan,

¢. Manfaat bagi masyarakat : Memberikan informasi dan pengetahuan
kepada masvarakat tentang pentingnya inovasi sektor publik dalam
kualitas peluyanan publik. Memberikan gambaran kompleks dalam
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implementasi program Disdukcapil Smart dalam Inovasi Pelayanan

Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.

1.5 State of the Art Penelitian
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Tl L. Permeidarn Terdwhai

No | Artikel Ilmiah Metode

1 Analisiy Kelavakan Peneliian i bersifar desknptif kualitauf. Informan
Implementasi E- dalam penelitian ini adalsh para pegawai Kantor
Govermment Duluam Pertanzhan Kabupaten Pinrang dengan jumlah 8 orang
imanenyelesaikan tugas. dianggap mengetahui

i banysk tentang splikisi KKP

ian ini bertujuan wntuk (1]
Kantor Pertanahan
an yang mendukung
(2) mengetahui

Petavanan Publik di yang

kesiapan  Surmbs pada Kantor
Pertanahan Kabupat:
dan htmmiﬂm e
government (3) mengetahu  dul

g dalam hal

pﬂﬂmmw
hardware dan sof '

| Penerapan JCT dalam | Penelitian ini 2
ik dfi Implementasi |

 @dalah pelaksanaan

adap pelayanan publik di
i penclitian  campuran,
an bahwa pengarub Prakarsa
asi birokrasi di Kabupaten Bantul

hanya 18%. Pengaruh rendah dan pelaksanaan sistem
ICT di kota-kota dipengaruhi oleh budaya yang
Patronase yang kuat. struktur orpganisasi hirarkis dan
regulasi terpusat pada struktur pemenntah daerah,
kapasitns rendsh e-kepermimpinan middle leader, dan

Supardal (2016)
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tidok ada delegasi dani top leader ke middle

management.

Implemeniasi E-
Govermmmernd Ulniuk

Pelavanan Publik Di
Provinsi Banien

Penelinan i beruan  untuk  menganalisis
mplementasi e-government di Pemerintah  Provinsi
Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik
dan gvalimsi  kebijakan e-gpovenment  dengan

Haura Atthahara
(2018)

Implementation of E-
Government Policies
Case Study of Goods
and Services
FProcurement in Buol

observasi,

Teknik  pengumpulan  data  melalui
dokumentasi dan  penyebaran  kuesioner  kepads
responden guna melengkapi hasil penelitian serta
dengan metode deskriptif gabungan kualitatif dan
kuantitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan
menafsirtkan makna dari data yang telah dikumpuolkan,
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Regency, Central
Selawesi)

Penelitian imi menggunakan Teori Van Meter dan Van
Horn menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan
pengadaan  berbasis e-government dipengaruhi oleh
masing-masing variabel yang saling terkait, variabel-
variabel tersebut adalgh: 1) Standar Sasaran. 2) Sumber
Hubungan Antar Organisasi, dan 4)
Pelaksana. Hasil penelitian tentang
pemerintah  doerah  dalam
herbasis e-government di
wanabel yang dijadikan

i antaranya masih
niars  e-government
jgan. Sepertl masih

Hadiat Trihutomo
Wibowo , Deni
Triyanto, Adi Sutojo
{2020)

wawancara. Hasil penelitian
mplementasi aplikasi Siskeudes 2.0
Desa Gum Agung | Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur kurang efektif, karena masih terdapat
beberapa permasalah pada sumberdaya vang ada untuk
mendukung implementasi aplikasi Siskeudes 2.0,




16

1.0 Sistematika Penullsan
A. BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam Bab [ menjelaskan beberapa sub bab vang terdiri dari;Latar
Belakang Masalah Penelitian, Pertanyaan Penclitizn. Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, State of the ArtPeneliti

E. BABV PE
Dalam Bab V menjelaskan beberapa sub bab yang terdiri dari;
Kesimpulan, Saran
F. DAFTAR PUSTAKA
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Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam
penulisan skripsi vaitu semua sumber yang dikutip. Daftar ini berguna untuk
membantu pembaca yang ingin mencocokkan kutipan-kutipan yang

G. LAMPIRAN
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